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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Kedudukan kesepakatan perdamaian menurut hukum pidana di Indonesia dalam 

hal terjadinya kasus pidana adalah bahwa kesepakatan perdamaian sebagai suatu 

konsep yang diadopsi dari hukum perdata dapat mengesampingkan sifat publik 

dari hukum pidana sehingga proses pidana dapat diselesaikan melalui pembuatan 

kesepakatan damai. Dalam hal ini kesepakatan perdamaian pengaturannya telah 

disebutkan dapat dilaksanakan yang didasari oleh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang 

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 

Penyidikan Tindak Pidana, Perjak Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Nomor 15 

Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 

dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor  

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di 

Lingkungan Peradilan Umum. 

Sehingga dapat dilihat bahwa berdasarkan ketentuan Perkap Nomor 15 Tahun 

2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Perkap Nomor 6 Tahun 

2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perjak Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor  

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di 

Lingkungan Peradilan Umum menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian yang 

dibuat oleh para pihak dalam kasus pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme 

Restorative Justice melalui pembuatan kesepakatan damai sehingga dapat 

mengesampingkan ketentuan sifat hukum pidana sebagai hukum publik dan sudah 

memenuhi teori kepastian hukum dan juga memenuhi asas legalitas.  

Hal tersebut dikarenakan baik Perkap, Perjak, maupun Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum walaupun tidak termasuk dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat 
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(1)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan  sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun apabila 

melihat pada Pasal 8 pada Undang-Undang yang sama, dapat dilihat bahwa baik 

Perkap maupun Perjak dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

umum termasuk kedalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan 

hukum mengikat dan diakui keberadaannya.  

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka 

penerapan konsep Restorative Justice terbatas pada Perkap dan Perjak saja. Hal 

tersebut dikarenakan dalam Perkap dan Perjak tidak disebutkan secara spesifik 

mengenai tindak pidana apa saja dan jenisnya yang boleh diupayakan 

penyelesaian melalui Restorative Justice dengan membuat suatu kesepakatan 

perdamaian namun hanya menyebutkan prinsip-prinsip pembatasan penerapan 

Restorative Justice saja sehingga apabila suatu tindak pidana memenuhi syarat 

penerapan penyelesaian melalui Restorative Justice sesuai dengan yang diatur 

tersebut, maka tindak pidana tersebut dapat diterapkan Restorative Justice melalui 

pembuatan kesepakatan perdamaian. Sedangkan Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum sudah memberi batasan yang spesifik mengenai 

tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan penyelesaiannya melalui 

pendekatan Restorative Justice dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan 

termasuk kedalamnya. 

2. Pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang 

pengaturannya terdapat dalam Perkap, Perjak, dan Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum sudah memenuhi tujuan dari konsep Restorative 

Justice. Hal tersebut didasarkan pada hasil dari penerapan Restorative Justice 

berdasarkan ketentuan tersebut adalah dengan pembuatan suatu kesepakatan 

perdamaian yang ditandatangi oleh para pihak. Dengan begitu maka para pihak 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f
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telah setuju bahwa kasus tindak pidana yang mereka hadapi diselesaikan melalui 

pendekatan Restorative Justice. 

Dalam fokusnya pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas, penerapan 

Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar 

sistem peradilan pidana di Indonesia adalah melalui pembuatan  kesepakatan 

damai yang dilakukan antara pihak korban dan pihak pelaku. Kesepakatan 

perdamaian tersebut dilakukan sebagai penyelesaian suatu kasus tindak pidana di 

luar pengadilan dengan dasar Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 

Penyidikan Tindak Pidana serta Perjak Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, akan tetapi terdapat 

perbedaan mengenai lingkup dan batas-batas pelaksanaannya di dalam pengaturan 

terkait dengan Restorative Justice yang terdapat dalam Perkap Nomor 15 Tahun 

2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Perkap Nomor 

6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang digunakan dalam tahap 

penyelidikan dan penyidikan, Perjak Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam tahap penuntutan, Restorative 

Justice dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum  Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman 

Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. 

Hal terebut menimbulkan inkonsistensi dalam peraturan yang mengatur 

mengenai penerapan Restorative Justice dalam tiap tingkat yaitu dalam tingkat 

penyelidikan dan penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat peradilan. 

B. Saran 

1. Pengaturan kesepakatan damai dalam penerapan konsep Restorative Justice 

seharusnya ditegaskan kedudukannya, hal tersebut dikarenakan konsep 

Restorative Justice yang dilaksanakan melalui pembuatan suatu kesepakatan 

damai sebenarnya merupakan konsep yang diangkat dari hukum perdata 

sehingga agar kesepakatan damai dapat memiliki kedudukan hukum yang 

diakui dan dapat mengesampingkan sifat publik dari hukum pidana akan lebih 
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baik apabila konsep kesepakatan damai dalam terjadinya suatu tindak pidana 

dapat dibuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari 

Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan, dan Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum. Selain itu juga konsep Restorative Justice 

perlu dimasukkan dan diatur  dalam Rancangan Undang-Undang KUHP 

kedepannya, agar terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Restorative 

Justice sehingga terdapat payung hukum yang memiliki kekuatan mengikat.  

2. Diperlukan adanya kriteria penerapan Restorative Justice dalam Sistem 

Peradilan Pidana Di Indonesia yang lebih sederhana dan lebih mudah 

penerapannya sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam 

pelaksanaannya. Dengan begitu maka penerapan Restorative Justice dalam 

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dapat diterapkan dalam lingkup yang 

lebih luas yang juga mencakup batas-batas yang lebih mudah dimengerti oleh 

penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan maupun untuk hakim di 

pengadilan. Selain itu, penerapan Restorative Justice juga diperlukan agar 

memungkinkan untuk  dapat diterapkan bukan hanya tindak pidana ringan 

saja namun juga harus dikembangkan agar memungkinkan kedalam jenis-

jenis tindak pidana yang lain seperti tindak pidana dengan kategori sedang 

atau tindak pidana dengan kategori berat dengan catatan bahwa terdapat 

pembatasan yang diatur secara khusus. Dikarenakan saat ini  belum ada 

pengaturan formal yang secara khusus mengatur mengenai Restorative 

Justice. Saat ini dikarenakan terdapat inkonsistensi dalam kriteria dari 

penerapan Restorative Justice yang terdapat dalam Perkap, Perjak maupun 

dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum dalam 

Mahkamah Agung maka akan lebih baik apabila terdapat satu aturan yang 

bersifat lex generalis dalam hukum pidana yang mengatur mengenai 

penerapan Restorative Justice yang dapat menjadi acuan dalam 

pelaksanaannya yang dapat dilaksanakan dalam ranah penyelidikan dan 

penyidikan serta pada tingkat penuntutan juga pada tingkat peradilan. 
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